KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Penunjang Urusan Pemermiahan Daernh KabupatenKomm
Kegiatan : Perericanaan, Pengonggaran, dan Evafussi Kinerjn Peranghkat Daerah
Sub Kegistan  Evaluag) Kinerja Perangkat dacrah

Cifpanisusi ¢ Kantor Camat I'V Napgari Bavang Utarn Kabuputen Pesisir Seloian

Tahun Anggaran = 2023

A. Lator Belakang
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 whun 2003 tentang Keusngsn Negara
menegaskan bahwa lnporan pertanggung jawaban Keusngan Negara dinyatakan dolam
bentuk laporan Kevangan dan berdasarkan Undang - Undang Nomor | tahun 2004
tentang Perbendahuraan Negama, menvatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus
disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilnksanukan oleh Pengguna Angparan dan
Kuasa Penggunn Anegaran, Lebih rinet dijobarkon dalom Peramuran Pemenntah Nomor
(% whun 2 lestang Pelaporan Keunngan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib
disusun dan disampaikan Kepala Daeeh kepada Pemenntah Republik Indonesia,
Dalam rangks menindaklanjuti Instrukst Presiden Nomor @ § Tahun 2004 tentung
Percepatan pemberantassn Korups dan Sumt Edaran Menten Pendayagunain Aparatue
Negara Republik Indonesia Nomor - SE3 1M PAN/| 27004, penhal Penetapan Kinerja,
muka disusinlsh Penetapan Kinerjo Pemerintoh Kabupaten Posisir Sefatan Tahun 2002,
Penetapan Kinerja ini merepakan Kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala
SKPD scbogai penerima amanah dan menjadi doasar peniloian’ évaluasi kinerja dan
sebagal tolok ukur keberhasilin kinega SKPD tersebui

B. Dasar Hukum

|, Undang- Undang Nomer 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinst Sumaterz Tengal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabien 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 2|
Tahun 1957 (Lemboran Negara Repoblik Indonesiwe Tahun 1957 Nomor 771 o
Undang-Undang Nomor 58 Tabun [958 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
|64},
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Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negura (Lembaran
Megam Republik Indongsis Tahun 2003 Nomor 47, Tambghan Lembarnn Nogirn
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang — Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolann dan
Tanggung Jawah Keuangan Negara | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Namaor by, Tambahan Lemborun Negarn Republik Indonesia Nomor 4400,
Undome - Undang Nomor 25 Taben 2004 entang Sstem  Perencanann
Pembangunan Nasional { Lembaran Negara Republih Indonesia Tabun 2004 Nomor
104, Tambahoan Lembamn Republik Indonesm Nomor 442171

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perumbingan Keuangan Antara
Pemenntah Pusat don Pemenntah Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 MNamor |26, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
Undamng - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintuhan Daerah (Lembaran
Megam Republik Indonesia Tahun 20114 Nomaor 244, Tambahan Lembaran Negam
Republik Indonesia Nomor 53%87), sehagaimana telah diubali beberapa kuli divbah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor % Tahun 2012 tentang perubahan kedun
atasd  Undang-Updang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahon Daersh
{Lembaran Negarn Republik Indonesa Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan
Lembarmn Megarm Republik Indonesia Nomaor $679), A

Pernturan Pemennotah Nomaor 33 Tahun 2004 tentang Roncana Kena Pemerintoh
{Lembaga Negura Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembarin
Negam Repuoblik Indonesia Nomor 44058);

Persturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 wenmng Sistem Informas) Keuangan
Daeruh (Lembaran Negara Republik Indonesio Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negura Republik Indonesia Nomor 45761

Permturnn Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 teninng Pedomon Pembinaon dan
Pengawasan Penyelenggaran Pemenntohan Daerub (Lembaran Negam Republik
Indonesza Tahun 2005 Nomor 1625, Tambaban Lembaran Hpg#m Republik
Indonesia Nomor 4393 5;

Persturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 teritang Pelaporan Keuangan dan
Kinerjs Instanss Pemerintah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaren Negrrs Republik Indonesis Nomar 4614);
Pesaturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Carn Péngendalion dan
Evaluasi Pelaksanasn Rancans  Pembangunan (Lembaran Negara  Republik
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Indonesia Tohun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesial;

Peraturan Pemerinak Nomer 38 Tahun 2007 tentang Pembagmn  Urusan
Pemerintahon Daersh Kabupaten'Kota (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tabun 2007 Nomer 82, Tambahan Lembarn Negara Republik Indonesia Nomor
4737

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tabun 2007 tentang Orgamsasi Pernngkat Dagrah
(Lembaga Megars Republik Indonesia Talon 2007 Nomor 89, Tambahos Lembaran
Negam Republik [ndonesia Nomor 4741 );

Peraturan Pemermtah Nomor 8 Tabun 2008 jeptang Tahapan, Tats Cama
Penyusunan, Pengendahan dan Evalupsi Pelaksanaan Rencona  Petdbangiinan
Daerah {Lembaran Segiara Republik Indonesia Tahun 20008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negari Republik Indonesia Nomor 4817

Pernturan Menteri [Jalam Negen Nomor 54 Tobun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peroturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tshapan, Tata Cam
Penyusunan, Pengendalan, dun Evaluas Peloksannan Rencana  Pembangunan
Daerah;

Peroturan Pemerintah Nomor |6 Tahun 2008 Tentang Sanmn Polisi Pamong Prago
{Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2000 Nomaor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50941

. Peraturan Mentert Dalamt Negerl Nomor 16 Tahun 2HW rentang  Standar

Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran:

 Peraturin Menteri Dulam Negeri Nomor 34 Tahun 200| Tentang Standar

Cperasionn] Progedur Satuon Polisi Pamong Pragja;

. Peraturan Mentert Dalam Negen Nomor 400 Tahun 2011 Tentang. Pedoman

Orrgenisasi dan Tata Kerjo Satuan Poliss Pomong Praja;

. Pernturan Menteni Dalam Negeri Nomor 69 Tehun 2012 Tentang Perubahan Atas

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tohun 2008 Tentang Standar
Pelayanan Mimmal Hidang Pemerintaban Dalam Negeri di Kabopaten/Kota:

- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tabun 2021 Tentang

Perubahan  Atas Peraturan Dacrah Nomor & Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunnn Perangkar Daernh Kabupaten Pesisir Selatan;

. Peraturon Daerah Kabupaten Peswsar Selatan Nomor 07 Tahun 2021 Tentung

Anggaran Pendapatan dan Belanju Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022,
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. Peruturan Bupatl Rabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 Tentang

Penjabaran Anguarsn Pendapatan dan Belama Daernh Kabupaten Pessir Selatan
Tahun 2022,

Keputusan  Bupati Nomor @ 90040/KptBPT-PS/2022 twatang  Penumukan
Pengguna Anggaron, Kuasa Pengguna Anggarin, Bendsham Pengelusran dan
Bendoharawan pada Kantor camat [V Nagori Bayang Utara Kab_ Pesisir Selatan.

25, Keputusan Comat IV Nagar Bayang Utara Kab Pesisir Selatan Nomer = BOW

OJCMT-BAYU/2023 Tentang penunjukkan Pegawai Negerl Sipil menjadi Pejabat
Pelaksana Tekms Kegistan - dilingkungan Kantor Camat TV Nagan Bayang Utara
Pesizir Selatan tehun ingearan 2023,

Maksud dan Tujuan

Maksud kegistan mi adaloh Kecamatan IV Nagar Bavang Utdra membiintu Kepaln

Dacrah untuk Evaluasi Kinera Permngkat dsemah dalam ruwing lmgkup Kabupaten

pesislr Selatan dan  memberikan pelavanan yang terbalk kepoda seluruh warga

masyarakat maupun dalam kehidopon sehoan han.

Numa dan Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan IV Nagart Bayang Utarn Kabupaten

Pesisir Selatan tepatnya pada Evaluasi Kinerju Pemmgkat doaerah yang ditetapkan

dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Seiatan depgan susunen urﬁnnim sehagm

henkut ;

g. Penaznggung jawsh Program' Pengguna Angparan @ Camat 1V Nagan Bavang
Utirs Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Keputuson Bupati Nomoer 90040KpteBPT-PS202T  lentang  Penunjukan
Pengguna Anggaran, Kuasa Pongguna Anggoran, Bendohara Pengeluaran dan
Bendabarawnn padas Kantor Camat [V Nagari Bavang Utara Kab, Pesisir Selaton.

¢. Keputusan Camat [V Nagan Bayang Utara kob.Pesisr Selatan Nomor (3
Tahun 2023 Tenggal § Januari 2023 tentang penunjukkan pégawai negen sipil
menjadi pejabar pelaksana teknis kegimian [ PPTK ) dilingkungan Kantor Camar
IV Nagan Bavang Litara Kabupaten Peésicir Selatan tabun angparan 2023

d. Bendahars Pengeluaran: Staf Kantor Camat 1V Nagan Bayang Utara Kabupaten
Pesisit Selatan



e. Hupang Lingkup
- Laporan Evaluasi Kinerja Peranghkot daerah.

f. Kelunran
- Laporan Evalussi Kinerjn Perangkat dacrah

g, Waktn Pelnksanaan
Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dus belas ) bulan dar bulan Januari s'd
Desemnber 2023,

h. Pembiavaan
Untok mendukung kegiatan mi diperfukan dune sehesar Rp. 3070300, (Tiga juia
tujuh pulub ribu tign mtus repish) vang berasal dan dana APBD Kobupaten Pesisir
Selatan Tahtn Anggaran 2023 dengan uraian sebagai berikut
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